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Abstract 

This study aims to analyze the practice of mobile lending (“bank keliling”) in Banjit 
Subdistrict, Way Kanan Regency from the perspective of Islamic law, particularly in 
relation to the elements of riba (usury) and gharar (uncertainty), as well as to 
examine its implications for rural financial behavior. This research employs a socio-
legal approach with a qualitative method through in-depth interviews, observation, 
and documentation involving 66 informants, including community members, lenders, 
religious leaders, and local authorities. The findings reveal that although the practices 
vary in form, they fundamentally contain elements of riba, either explicitly or 
disguised under terms such as “profit-sharing,” thereby violating the fiqh maxim kullu 
qardin jarra naf’an fahuwa riba and the principle of al-ghunmu bi al-ghurmi. 
Furthermore, significant elements of gharar are identified, reflected in unclear 
contracts, lack of transparency, and the absence of written agreements, which 
contradict the principle of clarity in transactions and the maxim al-‘ibrah fi al-‘uqud li 
al-maqasid wa al-ma’ani. The joint liability system also violates the principles of la 
dharar wa la dhirar and al-darar yuzal as it creates disproportionate collective harm. 
Empirically, these practices contribute to unhealthy financial behavior, including debt 
dependency, consumptive patterns, and recurring debt traps. This study concludes 
that mobile lending practices are not only inconsistent with Islamic law but also 
detrimental to rural economic stability, thus requiring comprehensive interventions 
through financial literacy, regulatory enforcement, and the development of inclusive 
sharia-based financing alternatives. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan sistem keuangan global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan 
adanya pergeseran paradigma dari eksklusivitas menuju inklusivitas (Banerjee, 2000). Inklusi 
keuangan tidak hanya diposisikan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk 
mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan (Dzulkepli & Barom, 2021). Akses 
terhadap layanan keuangan formal dipandang sebagai elemen penting dalam meningkatkan 
kapasitas ekonomi masyarakat, terutama dalam mengelola risiko, memenuhi kebutuhan produktif, 
serta memperbaiki taraf hidup (Kefela, 2010). Berbagai kebijakan nasional di Indonesia juga 
menegaskan pentingnya inklusi keuangan, sebagaimana tertuang dalam Strategi Nasional 
Keuangan Inklusif (SNKI) yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan 
keuangan yang aman dan terjangkau (Prihandini, 2025). Namun, realitas di lapangan menunjukkan 
bahwa akses tersebut belum sepenuhnya merata, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah 
pedesaan dengan keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi keuangan, serta hambatan 
administratif yang kompleks (Czech et al., 2024). 
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Kondisi tersebut mendorong berkembangnya praktik keuangan informal sebagai alternatif 
yang dianggap lebih mudah diakses (Aryeetey & Aryeetey, 2005). Masyarakat pedesaan sering kali 
menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga formal, seperti persyaratan 
agunan, prosedur yang berbelit, serta jarak geografis yang jauh dari pusat layanan keuangan (Hans 
Dieter Seibel, 2000). Dalam situasi demikian, praktik “bank keliling” hadir sebagai solusi pragmatis 
yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas (Ncube, 2020). Layanan ini biasanya 
memberikan pinjaman tanpa jaminan dengan sistem pembayaran harian atau mingguan, sehingga 
lebih sesuai dengan pola pendapatan masyarakat pedesaan yang cenderung tidak tetap (Matin et 
al., 2002). 

Fenomena bank keliling mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem 
keuangan, di mana kelompok masyarakat tertentu belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan 
formal (Asongu & Odhiambo, 2019). Di sisi lain, praktik ini juga memunculkan persoalan serius 
terkait dengan beban bunga yang tinggi, mekanisme penagihan yang menekan, serta kurangnya 
transparansi dalam akad (Gardner & Gray, 2022). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan 
dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan psikologis, seperti meningkatnya 
ketergantungan terhadap utang, konflik dalam rumah tangga, serta menurunnya kesejahteraan 
masyarakat secara keseluruhan (Comelli, 2021). Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi 
menciptakan lingkaran utang yang sulit diputus dan memperkuat kerentanan ekonomi masyarakat 
pedesaan (Barbier et al., 2015). 

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, praktik pemberian pinjaman kepada 
masyarakat sebenarnya telah diatur dalam berbagai regulasi (Batunanggar, 2019). Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa kegiatan penghimpunan dan 
penyaluran dana kepada masyarakat hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki izin resmi 
(Godard et al., 2004). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi seluruh kegiatan di sektor 
jasa keuangan guna melindungi konsumen (Antono et al., 2025). Dalam konteks perlindungan 
konsumen, OJK juga mengeluarkan berbagai regulasi terkait transparansi, kewajaran bunga, serta 
larangan praktik yang merugikan masyarakat (Martin, 2025). 

Lebih lanjut, praktik pinjaman berbasis teknologi juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis 
Teknologi Informasi, yang mengatur mekanisme pinjaman agar lebih transparan dan melindungi 
pengguna (Wicaksono, 2024). Meskipun regulasi tersebut lebih berfokus pada pinjaman online, 
prinsip-prinsip yang diatur seperti transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen relevan 
untuk menjadi tolok ukur dalam menilai praktik keuangan informal seperti bank keliling (Lee, 
2024). Dalam praktiknya, bank keliling umumnya tidak memiliki legalitas formal dan tidak berada 
dalam pengawasan otoritas, sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku 
(Makulilo, 2015). 

Dari perspektif hukum Islam, praktik bank keliling perlu dianalisis secara kritis karena 
berkaitan erat dengan prinsip dasar muamalah yang menekankan keadilan, transparansi, dan 
kemaslahatan (Putro et al., 2024). Konsep riba dan gharar menjadi landasan utama dalam menilai 
praktik tersebut (Abozaid, 2024). Riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam 
transaksi pinjam-meminjam yang memberikan keuntungan sepihak tanpa adanya aktivitas 
produktif yang seimbang, sedangkan gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian 
dalam akad yang dapat menimbulkan kerugian di kemudian har (El-Gamal, 2016). 

Landasan normatif mengenai larangan riba dan gharar ditegaskan dalam Al-Qur’an, hadis, 
serta kaidah fikih. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dinyatakan “uhillallahu al-bay’a wa harrama al-
riba” yang menunjukkan bahwa Islam membedakan secara tegas antara transaksi yang dibenarkan 
dan yang dilarang (Al-Mubarakfuri, 2020; Mahessa et al., 2024). Hadis Nabi menyebutkan “kullu 
qardin jarra naf’an fahuwa riba” yang menegaskan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan 
manfaat tambahan termasuk riba (Rahmi et al., 2024). Larangan gharar ditegaskan melalui hadis 
“naha Rasulullah ‘an bay’ al-gharar” yang menunjukkan pentingnya kejelasan dalam setiap 
transaksi (Pratitis et al., 2026). Prinsip ini diperkuat oleh kaidah fikih seperti “la dharar wa la 
dhirar” yang melarang adanya unsur merugikan (Fahmy et al., 2025), “al-ghunmu bi al-ghurmi” 
yang menegaskan keseimbangan antara keuntungan dan risiko (Novianti et al., 2025), serta “al-
ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah illa an yadulla dalil ‘ala tahrimiha” yang menunjukkan bahwa semua 
transaksi pada dasarnya boleh selama tidak mengandung unsur yang dilarang (Rahim et al., 2025). 
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Keseluruhan prinsip tersebut menegaskan bahwa praktik pinjaman dengan bunga tinggi dan akad 
yang tidak transparan bertentangan dengan hukum Islam. 

Pandangan ulama juga memperkuat larangan tersebut dengan argumentasi yang bersumber 
dari karya-karya klasik. Imam al-Ghazali dalam Ihya’ ‘Ulum al-Din menjelaskan bahwa praktik riba 
mengandung unsur kezaliman karena adanya tambahan tanpa ‘iwad (imbal balik yang sah) dalam 
transaksi, sehingga merusak prinsip keadilan dalam muamalah (Al-Ghazali, 1993). Ia menegaskan 
bahwa harta tidak boleh berkembang tanpa adanya aktivitas produktif yang seimbang, karena hal 
tersebut akan menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi. 

Senada dengan itu, Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin 
menegaskan bahwa pengharaman riba bertujuan untuk menutup pintu kezaliman (sadd al-dzari’ah 
ila al-zulm) dan melindungi pihak yang lemah dari praktik pemanfaatan keterdesakan ekonomi 
(Az-Zuhaili, 1989). Prinsip ini sejalan dengan kaidah ushul fikih “sadd al-dzari’ah” (menutup jalan 
menuju kerusakan) dan kaidah fikih “al-darar yuzal” (segala bentuk kemudaratan harus 
dihilangkan), serta “la dharar wa la dhirar” yang menegaskan larangan segala bentuk tindakan yang 
merugikan diri sendiri maupun orang lain (Al-Syāṭibī, 2004). 

Selain itu, kaidah “kullu qardin jarra naf’an fahuwa riba” memperjelas bahwa setiap 
pinjaman yang mensyaratkan tambahan manfaat termasuk dalam kategori riba (Az-Zuhaili, 1989). 
Dalam konteks masyarakat pedesaan, di mana peminjam umumnya berada dalam kondisi ekonomi 
lemah, praktik bank keliling yang membebankan bunga tinggi dapat dipandang sebagai bentuk 
eksploitasi atas kondisi darurat (idtirar), yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-‘adl) dan 
kemaslahatan (al-maslahah) yang menjadi tujuan utama syariat (Al-Ghazali, n.d.). 

Kajian akademik menunjukkan bahwa praktik keuangan informal seperti bank keliling 
memiliki peran yang kompleks (Ezzahid & Elouaourti, 2021). Di satu sisi, layanan ini menjadi solusi 
bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal (Gomber et al., 
2018). Fleksibilitas dan kemudahan menjadi faktor utama yang mendorong penggunaannya 
(Muthitacharoen et al., 2015). Di sisi lain, praktik ini memiliki dampak negatif yang signifikan, 
seperti meningkatnya beban utang, ketergantungan finansial, serta menurunnya stabilitas ekonomi 
rumah tangga (Kamal, 2025). 

Penelitian dalam perspektif hukum Islam umumnya menegaskan keharaman praktik 
pinjaman berbunga, namun sebagian besar masih bersifat normatif dan belum mengaitkannya 
dengan kondisi empiris di lapangan (Kamran & Uusitalo, 2024). Penelitian mengenai literasi 
keuangan menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko keuangan 
menjadi faktor utama dalam penggunaan layanan keuangan informal (Ingram et al., 2006). 
Masyarakat cenderung mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan jangka pendek tanpa 
mempertimbangkan dampak jangka panjang (Gould & Barclay, 2012). 

Kecenderungan penelitian yang terpisah antara aspek hukum, ekonomi, dan sosial 
menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan (De Janvry & Sadoulet, 2005). Pendekatan yang 
mengintegrasikan ketiga aspek tersebut masih terbatas, terutama dalam konteks masyarakat 
pedesaan (Karjaluoto et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menghubungkan 
analisis normatif dengan realitas empiris secara komprehensif. 

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis hukum Islam terkait 
riba dan gharar dengan kajian empiris mengenai perilaku keuangan masyarakat pedesaan. 
Pendekatan ini tidak hanya menilai keabsahan praktik bank keliling, tetapi juga mengkaji bagaimana 
praktik tersebut membentuk pola pikir dan kebiasaan ekonomi masyarakat. Selain itu, fokus pada 
lokasi spesifik di Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan memberikan kontribusi kontekstual yang 
memperkaya kajian sebelumnya. 

Fenomena empiris di wilayah tersebut menunjukkan bahwa praktik bank keliling telah 
menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat (Rahim et al., 2025). Pinjaman digunakan 
untuk berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif, dengan sistem pembayaran yang 
sering kali menimbulkan tekanan finansial (Mckinnon & Grassman, 1981). Dalam banyak kasus, 
masyarakat terjebak dalam siklus utang yang berulang, sehingga memperburuk kondisi ekonomi 
mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik ekonomi yang dilakukan 
dengan prinsip hukum Islam maupun ketentuan hukum positif yang berlaku. 

Faktor sosial dan budaya turut memperkuat keberlangsungan praktik ini. Kepercayaan 
terhadap pemberi pinjaman, kebiasaan yang telah berlangsung lama, serta tekanan ekonomi menjadi 
faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan hukum 
semata tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, melainkan perlu didukung oleh pendekatan 
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edukatif dan sosial yang mampu meningkatkan kesadaran serta literasi keuangan Masyarakat 
(Williams, 2007). 

Dalam kerangka maqashid al-shariah, praktik ekonomi harus diarahkan pada tercapainya 
kemaslahatan dan pencegahan kerusakan, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) (Al-
Ghazali, 1993). Praktik bank keliling yang berpotensi merugikan masyarakat bertentangan dengan 
tujuan tersebut, sehingga memerlukan perhatian serius dalam kajian akademik maupun kebijakan 
publik. Upaya menghadirkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta 
penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik keuangan informal, menjadi langkah penting 
dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. 

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
praktik bank keliling di Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan dalam perspektif hukum Islam, 
khususnya terkait dengan unsur riba dan gharar, serta untuk mengkaji implikasinya terhadap 
perilaku keuangan masyarakat pedesaan secara komprehensif. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain socio-legal research 
(yuridis empiris) yang mengintegrasikan analisis normatif hukum Islam dengan realitas empiris di 
lapangan (Ali, 2014). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian tidak hanya berkaitan dengan 
norma hukum (riba dan gharar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif), tetapi juga 
menyangkut praktik sosial-ekonomi serta perilaku keuangan masyarakat pedesaan. Dengan 
demikian, penelitian ini mengombinasikan analisis law in books dan law in action secara simultan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang diperkuat dengan studi 
kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan untuk menggali praktik nyata bank 
keliling di masyarakat, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis konsep riba, 
gharar, maqashid al-shariah, kaidah fikih, serta regulasi hukum positif seperti Undang-Undang 
Perbankan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Sugiyono, 2023). 

Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan normatif-teologis, untuk mengkaji 
praktik bank keliling berdasarkan Al-Qur’an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat ulama; (2) 
pendekatan yuridis, untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan hukum positif di Indonesia; 
dan (3) pendekatan sosiologis-ekonomis, untuk memahami perilaku keuangan masyarakat serta 
faktor sosial yang memengaruhi keberlangsungan praktik bank keliling (Siti Musdah Mulia, 2022). 

Penelitian ini dilaksanakan pada Januari–Februari 2026 di Kecamatan Banjit Kabupaten Way 
Kanan, dengan fokus pada wilayah pedalaman yang meliputi Kampung Bonglai, Sumber Sari Pati, 
Kemu, Bandar Agung, Rebang Tinggi, dan Juku Batu. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik 
wilayah yang merepresentasikan masyarakat pedesaan dengan tingkat ketergantungan yang relatif 
tinggi terhadap praktik keuangan informal, khususnya bank keliling. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder 
diperoleh dari literatur ilmiah, kitab fikih klasik, jurnal bereputasi, serta dokumen hukum dan 
kebijakan yang relevan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling yang 
dilanjutkan dengan snowball sampling, dengan mempertimbangkan relevansi, keterlibatan, dan 
kemampuan informan dalam memberikan informasi yang mendalam. Informan penelitian terdiri 
atas empat kategori utama, yaitu masyarakat peminjam bank keliling, pelaku bank keliling, tokoh 
agama, dan aparat desa. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip data saturation 
(kejenuhan data) serta kebutuhan triangulasi (Arikunto, 2024). 

Secara operasional, penelitian ini melibatkan 66 informan yang tersebar di enam kampung 
lokasi penelitian, dengan rincian: 42 orang masyarakat peminjam (masing-masing sekitar 7 orang 
per kampung), 12 orang pelaku bank keliling (sekitar 2 orang per kampung), 6 orang tokoh agama, 
dan 6 orang aparat desa. Jumlah tersebut dinilai memadai untuk memperoleh kedalaman data, 
memungkinkan triangulasi antar sumber, serta merepresentasikan kondisi sosial-ekonomi 
masyarakat pedesaan secara komprehensif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) wawancara mendalam (in-depth 
interview) untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan perilaku keuangan informan; (2) 
observasi partisipatif, untuk mengamati secara langsung praktik bank keliling, termasuk sistem 
transaksi dan penagihan; serta (3) dokumentasi, berupa pengumpulan catatan transaksi, data desa, 
dan dokumen pendukung lainnya (Moleong, 2023). 
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Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi 
sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, triangulasi metode 
dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan 
triangulasi teori dilakukan dengan mengkaji temuan lapangan menggunakan perspektif hukum 
Islam dan teori perilaku keuangan (Sugiyono, 2023). 

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, 
yang meliputi tiga tahapan, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data dalam bentuk narasi 
deskriptif-analitis, dan (3) penarikan kesimpulan serta verifikasi secara berkelanjutan. Analisis 
dilakukan dalam dua kerangka utama. Pertama, analisis normatif, yaitu menilai praktik bank 
keliling berdasarkan konsep riba, gharar, kaidah fikih, dan maqashid al-shariah untuk menentukan 
status hukumnya. Kedua, analisis empiris-sosiologis, yaitu mengkaji implikasi praktik tersebut 
terhadap perilaku keuangan masyarakat, termasuk pola konsumsi, ketergantungan terhadap utang, 
dan kemampuan pengelolaan keuangan (John W. Creswell, 2024). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Unsur Riba dalam Praktik Bank Keliling di Kecamatan Banjit 

Hasil penelitian lapangan di Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan menunjukkan bahwa 
praktik bank keliling memiliki variasi bentuk, namun secara substansial seluruhnya mengandung 
unsur tambahan atas pokok pinjaman yang telah ditentukan sejak awal akad. Temuan ini diperoleh 
dari wawancara terhadap 42 informan masyarakat peminjam, yang menunjukkan adanya pola 
pembayaran mingguan dengan nominal tetap, serta perbedaan istilah yang digunakan seperti “bagi 
hasil” dan “bunga”. Dalam praktik yang paling umum, masyarakat meminjam sebesar Rp3.000.000 
dengan kewajiban pembayaran Rp75.000 per minggu selama satu tahun (±52 minggu). Jika 
dihitung, total pembayaran mencapai sekitar Rp3.900.000. Artinya, terdapat selisih sekitar 
Rp900.000 dari pokok pinjaman. Dalam praktik lain, ditemukan pula bahwa total pembayaran 
bahkan dapat mencapai Rp4.250.000 hingga Rp4.500.000, sehingga selisih dari pokok pinjaman 
Rp3.000.000 dapat mencapai lebih dari Rp1.250.000. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun 
secara naratif disebut sebagai “ringan” atau “sekitar 3%”, dalam realitasnya beban pembayaran 
jauh lebih tinggi dan tidak proporsional. 

Dalam perspektif hukum Islam, tambahan atas pokok pinjaman tersebut merupakan inti dari 
konsep riba. Kaidah fikih yang sangat fundamental menyatakan “kullu qardin jarra naf’an fahuwa 
riba”, yaitu setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman 
termasuk dalam kategori riba (Az-Zuhaili, 1989). Tambahan sebesar Rp900.000 hingga lebih dari 
Rp1.250.000 yang dibebankan kepada peminjam jelas merupakan manfaat yang diperoleh pemberi 
pinjaman tanpa adanya aktivitas produktif yang sah. Tidak terdapat akad kerja sama usaha, tidak 
ada pembagian risiko, dan tidak ada kontribusi modal dalam kegiatan ekonomi riil. Dengan 
demikian, tambahan tersebut murni merupakan kompensasi atas penundaan pembayaran, yang 
dalam literatur fikih dikategorikan sebagai riba nasi’ah. 

Riba nasi’ah merupakan bentuk riba yang paling tegas diharamkan dalam Al-Qur’an, 
sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dengan frasa “uhillallahu al-bay’a wa 
harrama al-riba”, yang membedakan secara jelas antara transaksi jual beli yang halal dan riba yang 
haram (Al-Mubarakfuri, 2020). Dalam konteks praktik bank keliling, tidak terdapat unsur jual beli 
atau pertukaran barang, melainkan murni transaksi pinjam-meminjam dengan tambahan yang 
disyaratkan (Muhammad, 2022). Oleh karena itu, secara normatif praktik ini termasuk dalam 
kategori riba yang diharamkan. 

Selain itu, hadis Nabi yang berbunyi “kullu qardin jarra naf’an fahuwa riba” semakin 
memperkuat bahwa setiap bentuk tambahan dalam akad qardh (pinjaman) yang memberikan 
keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba, tanpa melihat besar kecilnya tambahan tersebut 
(Rahmi et al., 2024). Dalam praktik bank keliling, tambahan tidak hanya ada, tetapi juga bersifat 
tetap dan signifikan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai sekadar biaya administrasi atau 
biaya operasional yang wajar. 

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, praktik ini mencoba 
menggunakan istilah “bagi hasil” untuk menggambarkan tambahan yang dibebankan kepada 
peminjam. Dalam sistem ini, peminjam tetap membayar Rp75.000 per minggu, yang diklaim sudah 
mencakup pokok dan “bagi hasil”. Secara konseptual, istilah bagi hasil dalam hukum Islam 
merujuk pada akad seperti mudharabah atau musyarakah, di mana keuntungan dibagi 
berdasarkan hasil usaha yang nyata, dan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi 
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kontribusi (Mursekha et al., 2024). Namun, dalam praktik bank keliling, tidak terdapat usaha 
bersama, tidak ada pembagian keuntungan berdasarkan hasil, dan tidak ada risiko yang ditanggung 
oleh pemberi pinjaman. Jumlah pembayaran telah ditentukan sejak awal tanpa mempertimbangkan 
kondisi ekonomi peminjam (Budi Santoso et al., 2024). 

Dalam perspektif ushul fikih, hal ini bertentangan dengan kaidah “al-‘ibrah fi al-‘uqud li al-
maqasid wa al-ma’ani la li al-alfaz wa al-mabani”, yang menegaskan bahwa yang menjadi dasar 
penilaian suatu akad adalah substansi dan tujuan, bukan istilah yang digunakan (Az-Zuhaili, 1989). 
Dengan demikian, meskipun disebut “bagi hasil”, praktik tersebut tetap dikategorikan sebagai riba 
karena substansinya adalah pinjaman dengan tambahan tetap. Penggunaan istilah syariah dalam 
konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk kamuflase yang justru memperkuat unsur 
ketidakjelasan dan potensi penyesatan (Rahim et al., 2025). 

Temuan lain yang signifikan adalah adanya praktik yang secara eksplisit menyebut bunga, 
baik dalam bentuk persentase maupun nominal tetap. Dalam beberapa kasus, disebutkan bahwa 
bunga sekitar 3%, namun dalam implementasinya diterapkan secara flat terhadap pokok pinjaman 
dan dibebankan dalam setiap pembayaran mingguan atau bulanan. Hal ini menyebabkan jumlah 
bunga yang dibayarkan menjadi jauh lebih besar dari yang dipersepsikan oleh peminjam. Misalnya, 
pada pinjaman Rp3.000.000, bunga 3% seharusnya hanya sekitar Rp90.000 per tahun jika dihitung 
secara sederhana. Namun, dalam praktiknya, tambahan yang dibayarkan mencapai ratusan ribu 
hingga lebih dari satu juta rupiah. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya praktik yang tidak 
transparan dan berpotensi menyesatkan. 

Dalam hukum positif Indonesia, praktik semacam ini juga berpotensi melanggar ketentuan 
yang berlaku. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa 
kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat hanya dapat dilakukan oleh 
lembaga yang memiliki izin resmi. Bank keliling sebagai lembaga informal tidak memiliki legalitas 
tersebut, sehingga aktivitasnya berada di luar kerangka hukum yang sah. Selain itu, Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan kepada 
OJK untuk mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan, termasuk dalam hal perlindungan 
konsumen. Praktik yang tidak transparan, membebankan bunga tinggi, dan tidak memberikan 
informasi yang jelas kepada peminjam dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip 
perlindungan konsumen. 

Dari perspektif syariah, praktik ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan (al-‘adl) dan 
kemaslahatan (al-maslahah). Tambahan yang dibebankan kepada peminjam tidak sebanding 
dengan manfaat yang diterima, bahkan cenderung memberatkan. Kaidah fikih “la dharar wa la 
dhirar” menegaskan bahwa tidak boleh ada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang 
lain (Fahmy et al., 2025). Dalam praktik bank keliling, beban pembayaran yang tinggi justru 
menimbulkan kerugian bagi peminjam, baik secara ekonomi maupun sosial. 

Lebih jauh lagi, praktik ini dapat dianalisis dalam kerangka maqashid al-shariah, khususnya 
dalam aspek menjaga harta (hifz al-mal). Tujuan syariat adalah melindungi harta manusia dari 
praktik yang merugikan dan tidak adil (Al-Ghazali, 1993). Namun, dalam praktik bank keliling, 
justru terjadi penggerusan harta masyarakat melalui mekanisme pembayaran yang memberatkan. 
Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa sebagian besar peminjam berasal dari kelompok 
ekonomi lemah, sehingga tambahan yang dibebankan semakin memperbesar beban ekonomi 
mereka. 

Pandangan ulama klasik juga relevan dalam konteks ini. Imam al-Ghazali dalam Ihya’ ‘Ulum 
al-Din menegaskan bahwa riba merupakan bentuk kezaliman karena memberikan keuntungan 
tanpa usaha yang sah (Al-Ghazali, 1993). Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam I’lam al-Muwaqqi’in 
menyatakan bahwa larangan riba bertujuan untuk menutup pintu kezaliman dan melindungi pihak 
yang lemah (Az-Zuhaili, 1989). Dalam praktik bank keliling, pemberi pinjaman memanfaatkan 
kebutuhan mendesak masyarakat untuk memperoleh keuntungan yang besar, sehingga dapat 
dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi. 

Selain itu, kaidah “sadd al-dzari’ah” juga dapat digunakan untuk menganalisis praktik ini. 
Kaidah ini menekankan pentingnya menutup jalan menuju kerusakan. Praktik bank keliling, 
meskipun pada awalnya dianggap sebagai solusi, dalam jangka panjang justru menciptakan 
ketergantungan dan memperburuk kondisi ekonomi Masyarakat (Az-Zuhaili, 1989). Oleh karena 
itu, praktik ini perlu dicegah karena berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. 

Dengan demikian, berdasarkan analisis normatif, fikih, dan hukum positif, dapat disimpulkan 
bahwa praktik bank keliling di Kecamatan Banjit secara substansial mengandung unsur riba dalam 
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berbagai bentuk, baik yang disamarkan melalui istilah “bagi hasil” maupun yang secara eksplisit 
disebut sebagai bunga. Tambahan atas pokok pinjaman yang mencapai Rp900.000 hingga lebih dari 
Rp1.250.000 menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan antara hak dan kewajiban 
para pihak. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga 
dengan ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan konsumen dan kegiatan jasa 
keuangan. 
Analisis Unsur Gharar dan Implikasinya terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat 

Praktik bank keliling di Kecamatan Banjit tidak hanya mengandung unsur riba sebagaimana 
telah diuraikan sebelumnya, tetapi juga menunjukkan keberadaan unsur gharar yang sangat 
signifikan dan berlapis. Gharar dalam perspektif hukum Islam merujuk pada ketidakjelasan 
(jahalah), ketidakpastian (uncertainty), serta adanya informasi yang tidak lengkap atau 
menyesatkan dalam suatu akad yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Aji & 
Muhibban, 2024). Dalam konteks muamalah, gharar bukan sekadar persoalan teknis, melainkan 
berkaitan erat dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah 
(Putro et al., 2024). 

Berdasarkan data lapangan, unsur gharar dalam praktik bank keliling di Kecamatan Banjit 
dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu ketidakjelasan total kewajiban 
pembayaran, ketidaktransparanan mekanisme perhitungan, ketiadaan akad tertulis, ketidakpastian 
risiko dalam sistem tanggung renteng, serta ketimpangan informasi antara pemberi dan penerima 
pinjaman. Seluruh aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan secara 
kolektif membentuk struktur praktik yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip kejelasan 
akad dalam hukum Islam. 

Salah satu bentuk gharar yang paling dominan adalah ketidakjelasan total pembayaran. 
Dalam banyak kasus, peminjam hanya diberitahu besaran cicilan mingguan atau bulanan tanpa 
diberikan informasi yang jelas mengenai total kewajiban pembayaran hingga akhir masa pinjaman. 
Misalnya, dalam pinjaman Rp3.000.000 dengan cicilan Rp75.000 per minggu, sebagian besar 
informan tidak melakukan perhitungan terhadap total pembayaran selama satu tahun. Mereka 
hanya berfokus pada kemampuan membayar cicilan mingguan, tanpa memahami bahwa total 
pembayaran dapat mencapai Rp3.900.000 atau bahkan lebih dalam beberapa model lain. Kondisi 
ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam objek akad, yang dalam fikih muamalah merupakan 
unsur utama gharar (Rahim et al., 2025). 

Dalam praktik lain, ketidakjelasan semakin diperparah oleh penggunaan istilah persentase 
bunga yang tidak dijelaskan secara rinci. Beberapa pemberi pinjaman menyebutkan bahwa bunga 
yang dikenakan “sekitar 3%”, namun tidak menjelaskan apakah persentase tersebut dihitung 
secara tahunan, bulanan, atau flat terhadap pokok pinjaman. Realitas di lapangan menunjukkan 
bahwa angka tersebut tidak mencerminkan jumlah pembayaran yang sebenarnya, sehingga 
menimbulkan kesalahpahaman di kalangan peminjam. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini 
termasuk dalam kategori gharar fahish (gharar yang besar), karena menyangkut aspek 
fundamental dari akad, yaitu jumlah kewajiban yang harus dipenuhi. 

Selain itu, ketiadaan akad tertulis menjadi faktor yang memperkuat unsur gharar. Sebagian 
besar transaksi bank keliling dilakukan secara lisan, tanpa dokumentasi yang memadai. Peminjam 
tidak memiliki bukti tertulis mengenai jumlah pinjaman, besaran cicilan, jangka waktu, maupun 
sanksi keterlambatan. Kondisi ini membuka ruang terjadinya perubahan sepihak oleh pemberi 
pinjaman, serta menyulitkan peminjam untuk mempertahankan haknya jika terjadi sengketa. 
Dalam konteks fikih, kejelasan akad merupakan syarat sahnya transaksi, sebagaimana ditegaskan 
dalam prinsip bahwa setiap akad harus memenuhi unsur kejelasan (bayyinah) agar tidak 
menimbulkan perselisihan di kemudian hari (Fahmy et al., 2025). 

Unsur gharar juga terlihat dalam sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam pinjaman 
kelompok. Dalam sistem ini, seluruh anggota kelompok bertanggung jawab atas kewajiban masing-
masing individu. Jika satu anggota tidak mampu membayar, maka anggota lain wajib menanggung 
kekurangan tersebut. Secara teoritis, sistem ini bertujuan untuk mengurangi risiko gagal bayar bagi 
pemberi pinjaman (Rahim et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, sistem ini menciptakan 
ketidakpastian bagi anggota kelompok, karena mereka harus menanggung risiko yang tidak 
sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam 
Islam, serta kaidah “al-ghunmu bi al-ghurmi”, yang mensyaratkan bahwa seseorang hanya berhak 
atas keuntungan jika ia juga menanggung risiko secara proporsional (Irfan, 2026). 



 

 

235 
 

Dalam kerangka kaidah fikih, kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip “la dharar wa la 
dhirar” dan “al-darar yuzal” (Az-Zuhaili, 1989). Sistem tanggung renteng dalam praktik bank 
keliling tidak menghilangkan kerugian, tetapi justru mendistribusikan kerugian tersebut kepada 
pihak lain. Akibatnya, individu yang sebenarnya tidak memiliki masalah pembayaran dapat ikut 
terbebani karena kegagalan anggota lain. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural 
yang memperkuat unsur gharar dalam praktik tersebut. 

Ketimpangan informasi antara pemberi dan penerima pinjaman juga menjadi faktor penting 
yang memperkuat unsur gharar. Pemberi pinjaman umumnya memiliki pemahaman yang lebih 
baik mengenai mekanisme perhitungan bunga dan struktur pembayaran, sementara peminjam 
hanya menerima informasi yang terbatas. Ketimpangan ini menciptakan hubungan yang tidak 
seimbang, di mana peminjam berada dalam posisi yang lebih lemah. Dalam perspektif ekonomi 
Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan transparansi, yang 
menuntut adanya kesetaraan informasi antara para pihak dalam suatu transaksi (Aulia et al., 2025). 

Unsur gharar yang kompleks tersebut memiliki implikasi yang luas terhadap perilaku 
keuangan masyarakat. Salah satu implikasi utama adalah terbentuknya pola pengambilan 
keputusan yang tidak rasional dalam konteks keuangan. Masyarakat cenderung mengambil 
pinjaman berdasarkan kebutuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka 
panjang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas serta rendahnya kemampuan 
dalam melakukan perencanaan keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman digunakan untuk kebutuhan 
konsumtif, seperti membeli kebutuhan sehari-hari, membayar biaya pendidikan, atau menutup 
kebutuhan mendesak lainnya. Penggunaan pinjaman untuk tujuan konsumtif ini memperbesar 
risiko ketidakmampuan dalam pembayaran, karena tidak menghasilkan pendapatan tambahan 
yang dapat digunakan untuk melunasi utang. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperkuat 
ketergantungan terhadap pinjaman dan menciptakan siklus utang yang berulang. 

Fenomena debt trap menjadi salah satu implikasi paling nyata dari praktik ini. Masyarakat 
yang tidak mampu melunasi pinjaman cenderung mengambil pinjaman baru untuk menutup 
pinjaman lama. Siklus ini berlangsung secara terus-menerus dan sulit diputus, terutama karena 
tidak adanya alternatif pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau. Dalam perspektif maqashid al-
shariah, kondisi ini bertentangan dengan tujuan menjaga harta (hifz al-mal), karena justru 
menyebabkan berkurangnya kesejahteraan ekonomi masyarakat (Al-Ghazali, 1993). 

Rendahnya literasi keuangan juga menjadi faktor yang memperkuat dampak negatif dari 
unsur gharar. Meskipun sebagian masyarakat mengetahui bahwa praktik bunga termasuk riba, 
mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme keuangan yang sehat, seperti 
perencanaan anggaran, pengelolaan utang, dan perhitungan bunga. Akibatnya, mereka cenderung 
mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan sesaat tanpa mempertimbangkan risiko jangka 
panjang. 

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga berperan dalam memperkuat keberlangsungan 
praktik bank keliling. Kepercayaan terhadap pemberi pinjaman, kedekatan sosial, serta kebiasaan 
yang telah berlangsung lama membuat masyarakat cenderung menerima praktik ini sebagai 
sesuatu yang wajar. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial juga memengaruhi keputusan untuk 
meminjam, terutama dalam sistem kelompok di mana partisipasi menjadi bagian dari dinamika 
komunitas. Dampak sosial dari praktik ini juga cukup signifikan. Pinjaman tanpa sepengetahuan 
pasangan, misalnya, sering kali memicu konflik dalam rumah tangga. Ketika kewajiban pembayaran 
tidak dapat dipenuhi, beban ekonomi yang muncul dapat memperburuk hubungan keluarga. Selain 
itu, sistem tanggung renteng juga dapat menimbulkan ketegangan antar anggota kelompok, 
terutama jika salah satu anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya. 

Dari perspektif psikologis, tekanan akibat utang yang menumpuk dapat menyebabkan stres, 
kecemasan, dan penurunan kualitas hidup (Wulandari et al., 2025). Masyarakat yang terjebak 
dalam siklus utang cenderung mengalami ketidakstabilan emosional, yang pada akhirnya 
berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa praktik bank keliling tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi 
sosial dan psikologis masyarakat. 

Dalam perspektif hukum positif, praktik yang mengandung unsur gharar juga bertentangan 
dengan prinsip perlindungan konsumen. Regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
menekankan pentingnya transparansi, kejelasan informasi, dan keadilan dalam setiap transaksi 
keuangan (Madali & Fazri, 2024). Ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan dengan realitas 
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pembayaran dapat dikategorikan sebagai praktik yang merugikan konsumen. Selain itu, ketiadaan 
legalitas formal juga menunjukkan bahwa praktik ini berada di luar pengawasan otoritas, sehingga 
meningkatkan risiko penyalahgunaan. 

Dalam kerangka maqashid al-shariah, keberadaan unsur gharar dalam praktik bank keliling 
menunjukkan adanya potensi mafsadah yang lebih besar dibandingkan manfaat yang dihasilkan 
(Bin Sapa et al., 2025). Meskipun praktik ini memberikan kemudahan akses terhadap pembiayaan, 
dampak negatif yang ditimbulkan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis, menunjukkan 
bahwa praktik ini tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan (Saphira et 
al., 2025). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik bank keliling di Kecamatan Banjit 
mengandung unsur gharar yang kompleks dan berlapis, yang tidak hanya berdampak pada 
keabsahan akad, tetapi juga pada perilaku keuangan masyarakat. Ketidakjelasan informasi, 
ketiadaan transparansi, serta ketimpangan struktur transaksi menciptakan kondisi yang 
memperkuat ketergantungan terhadap utang dan memperbesar risiko kerugian. Oleh karena itu, 
diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini, yang mencakup 
peningkatan literasi keuangan, penguatan regulasi, serta pengembangan alternatif pembiayaan 
yang sesuai dengan prinsip syariah. 
 
PEMBAHASAN 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bank keliling di Kecamatan Banjit tidak 
dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas pinjam-meminjam informal, melainkan sebagai 
manifestasi dari ketimpangan struktural dalam sistem akses keuangan masyarakat pedesaan. 
Secara normatif, praktik tersebut mengandung unsur riba dan gharar yang jelas bertentangan 
dengan prinsip dasar muamalah Islam, tetapi secara empiris praktik ini tetap bertahan karena 
memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak mampu dijangkau oleh lembaga keuangan 
formal. Kondisi ini memperlihatkan adanya paradoks antara larangan normatif dan kebutuhan 
praktis masyarakat. Dalam perspektif maqashid al-shariah, fenomena tersebut menunjukkan 
benturan antara kebutuhan menjaga keberlangsungan hidup ekonomi masyarakat dan kewajiban 
menjaga harta (hifz al-mal) dari transaksi yang merugikan. Dengan demikian, penelitian ini 
menegaskan bahwa problematika bank keliling tidak cukup dianalisis hanya melalui pendekatan 
halal-haram secara tekstual, tetapi perlu dipahami sebagai persoalan sosial-ekonomi yang berakar 
pada keterbatasan akses, rendahnya literasi keuangan, dan lemahnya sistem perlindungan ekonomi 
masyarakat pedesaan. 

Secara substantif, unsur riba dalam praktik bank keliling di Kecamatan Banjit 
memperlihatkan adanya transformasi bentuk eksploitasi ekonomi yang dibungkus dalam narasi 
kemudahan dan fleksibilitas. Tambahan pembayaran yang telah ditentukan sejak awal akad, baik 
disebut sebagai “bunga” maupun “bagi hasil”, menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak 
memiliki karakter risk sharing sebagaimana prinsip utama ekonomi Islam. Dalam akad syariah 
seperti mudharabah atau musyarakah, keuntungan hanya dapat diperoleh apabila terdapat 
keterlibatan risiko dan aktivitas produktif yang nyata (Mursekha et al., 2024). Namun, praktik bank 
keliling justru memindahkan seluruh risiko kepada peminjam, sementara pemberi pinjaman 
memperoleh keuntungan tetap tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi debitur. Kondisi ini 
memperkuat argumentasi Abozaid bahwa esensi larangan riba dalam Islam bukan semata 
persoalan tambahan nominal, tetapi berkaitan dengan pencegahan dominasi ekonomi sepihak dan 
eksploitasi terhadap kelompok rentan (Abozaid, 2024). Oleh karena itu, penggunaan istilah “bagi 
hasil” dalam praktik bank keliling tidak dapat dimaknai sebagai bentuk adaptasi syariah, melainkan 
sebagai strategi legitimasi simbolik untuk mengurangi resistensi masyarakat terhadap praktik 
berbunga. 

Lebih jauh, keberadaan unsur gharar dalam praktik bank keliling memperlihatkan adanya 
relasi kuasa yang timpang antara pemberi pinjaman dan masyarakat peminjam. Ketidakjelasan 
total pembayaran, tidak adanya akad tertulis, serta minimnya transparansi mengenai mekanisme 
bunga menunjukkan bahwa informasi dikuasai secara sepihak oleh pemberi pinjaman. Dalam 
perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan 
transparansi transaksi sebagaimana dijelaskan Putro et al. (Putro et al. (2024). Ketimpangan 
informasi ini menciptakan situasi di mana masyarakat tidak benar-benar memahami konsekuensi 
finansial dari pinjaman yang mereka ambil. Dengan kata lain, keputusan ekonomi masyarakat tidak 
sepenuhnya lahir dari pilihan rasional, tetapi lebih didorong oleh tekanan kebutuhan dan 
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keterbatasan informasi. Analisis ini memperlihatkan bahwa gharar dalam praktik bank keliling 
bukan hanya persoalan teknis akad, melainkan mekanisme struktural yang mempertahankan 
ketergantungan ekonomi masyarakat pedesaan. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberlangsungan praktik bank keliling 
berkaitan erat dengan kegagalan sistem keuangan formal dalam menciptakan inklusi keuangan 
yang substantif. Secara teoritis, inklusi keuangan bertujuan memperluas akses masyarakat 
terhadap layanan keuangan yang aman, adil, dan terjangkau (Dzulkepli & Barom, 2021). Akan 
tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan tetap menghadapi hambatan 
administratif, geografis, dan sosial dalam mengakses lembaga keuangan formal (Czech et al., 2024). 
Akibatnya, bank keliling hadir sebagai alternatif yang secara praktis lebih mudah diakses meskipun 
memiliki risiko tinggi. Temuan ini memperkuat pandangan Kamran dan Uusitalo bahwa lembaga 
keuangan informal berkembang bukan semata karena masyarakat tidak memahami risikonya, 
tetapi karena sistem formal gagal menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok 
ekonomi bawah (Kamran dan Uusitalo, 2024). Dengan demikian, praktik bank keliling sebenarnya 
mencerminkan kegagalan struktural negara dan lembaga keuangan formal dalam menyediakan 
sistem pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan. 

Selain dimensi struktural, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bank keliling 
membentuk pola perilaku keuangan masyarakat yang cenderung konsumtif dan berorientasi 
jangka pendek. Sebagian besar pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya 
pendidikan, atau menutup utang sebelumnya, bukan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan 
pendapatan baru. Pola ini menunjukkan bahwa utang telah berubah dari instrumen produktif 
menjadi mekanisme survival ekonomi. Dalam perspektif perilaku keuangan, kondisi tersebut 
memperlihatkan rendahnya kapasitas masyarakat dalam melakukan perencanaan finansial jangka 
panjang. Namun, rendahnya literasi keuangan tidak dapat dipahami semata sebagai kelemahan 
individu, melainkan sebagai konsekuensi dari struktur sosial-ekonomi yang membatasi pilihan 
masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Williams, keputusan finansial masyarakat sangat dipengaruhi 
oleh konteks sosial, tekanan ekonomi, dan tingkat akses terhadap informasi keuangan (Williams, 
2007). Oleh karena itu, kecenderungan masyarakat untuk terus menggunakan bank keliling bukan 
hanya akibat kurangnya pengetahuan, tetapi juga karena tidak tersedianya alternatif yang realistis 
dan mudah dijangkau. 

Fenomena debt trap yang ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan bagaimana 
praktik bank keliling menghasilkan siklus ketergantungan yang sulit diputus. Masyarakat yang 
tidak mampu melunasi pinjaman lama cenderung mengambil pinjaman baru untuk 
mempertahankan stabilitas konsumsi rumah tangga. Dalam jangka panjang, kondisi ini 
menyebabkan akumulasi tekanan ekonomi dan psikologis yang semakin berat. Temuan ini sejalan 
dengan penelitian Barbier et al. dan Muthitacharoen et al. yang menunjukkan bahwa utang rumah 
tangga yang tidak produktif dapat memperburuk kerentanan ekonomi masyarakat miskin (Barbier 
et al., 2015); Muthitacharoen et al., 2015). Namun, penelitian ini memperlihatkan dimensi yang 
lebih luas karena debt trap tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi 
relasi sosial dan stabilitas keluarga. Konflik rumah tangga, tekanan psikologis, serta ketegangan 
antaranggota kelompok dalam sistem tanggung renteng menunjukkan bahwa dampak praktik bank 
keliling bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi hanya sebagai persoalan finansial. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada kemampuannya menghubungkan analisis hukum Islam 
dengan realitas perilaku ekonomi masyarakat secara empiris. Sebagian besar penelitian 
sebelumnya lebih menempatkan riba dan gharar sebagai kategori normatif yang berdiri sendiri, 
sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut memiliki implikasi sosial-
ekonomi yang konkret dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini 
memperluas pemahaman mengenai maqashid al-shariah, khususnya dalam konteks hifz al-mal, 
bukan hanya sebagai perlindungan terhadap keabsahan akad, tetapi juga sebagai perlindungan 
terhadap stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa 
penyelesaian masalah bank keliling tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum formal atau 
fatwa keagamaan semata. Diperlukan intervensi yang lebih komprehensif melalui penguatan 
literasi keuangan, pengembangan lembaga pembiayaan syariah berbasis komunitas, serta 
reformasi kebijakan inklusi keuangan yang benar-benar mampu menjangkau masyarakat pedesaan 
secara substantif. 
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CONCLUSION  
Penelitian ini menegaskan bahwa praktik bank keliling di Kecamatan Banjit Kabupaten Way 

Kanan secara nyata melanggar sejumlah prinsip dan kaidah fikih muamalah, terutama terkait riba 
dan gharar. Tambahan pembayaran atas pokok pinjaman yang telah disyaratkan sejak awal, baik 
dalam bentuk nominal tetap maupun persentase yang dimanipulasi, menunjukkan pelanggaran 
terhadap kaidah “kullu qardin jarra naf’an fahuwa riba” serta bertentangan dengan prinsip 
keseimbangan risiko dan keuntungan dalam “al-ghunmu bi al-ghurmi”. Di sisi lain, ketidakjelasan 
total pembayaran, penggunaan istilah yang menyesatkan seperti “bagi hasil”, serta ketiadaan akad 
tertulis mencerminkan adanya gharar yang melanggar prinsip kejelasan akad dan bertentangan 
dengan larangan Nabi dalam transaksi gharar, sekaligus tidak sejalan dengan kaidah “al-‘ibrah fi al-
‘uqud li al-maqasid wa al-ma’ani la li al-alfaz wa al-mabani”. Sistem tanggung renteng yang 
memindahkan beban utang kepada anggota lain juga melanggar kaidah “la dharar wa la dhirar” dan 
“al-darar yuzal”, karena menciptakan kerugian kolektif yang tidak proporsional. Secara maqashid, 
praktik ini bertentangan dengan tujuan menjaga harta (hifz al-mal) karena justru memperlemah 
kondisi ekonomi masyarakat. Implikasi empirisnya terlihat pada terbentuknya perilaku keuangan 
yang tidak sehat, seperti ketergantungan utang, pola konsumtif, dan siklus debt trap yang berulang. 
Dengan demikian, praktik bank keliling tidak hanya bermasalah secara normatif dalam hukum 
Islam, tetapi juga secara sosial-ekonomi merusak, sehingga memerlukan intervensi berbasis 
edukasi, regulasi, dan penguatan alternatif pembiayaan syariah yang adil dan transparan. 
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